BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang penulis tuangkan tentang Sistem

Akuntansi Penerimaan dans Pengeluaran Kas pada BKD Kabupaten Kepahiang,

maka dapat disimpulkan sebagai berikut -

1.

Sistem Akuntansi Penerimaan dan pengeluaran kas pada Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Kepahiang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri Nomor 64
tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis
akrual pada pemerintahan daerah.

Prosedur penerimaan dan pengeluaran kas pada Badan Keuangan Daerah
Kabupaten kepahiang melibatkan tiga fungsi yaitu fungsi OPD atau PPK-
SKPD, Fungsi BKD atau SKPD dan Bank yang diberi wewenang oleh
pemerintah. Dan dalam prosedur penerimaan dan pengeluaran kas pada
Badan Keuangan Daerah Kabupaten kepahiang juga menggunakan
dokumen, bukti transaksi dan surat surat yang berkaitan dengan penerimaan
dan pengeluaran daerah.

Pada penerimaan kas dokumen yang digunakan ialah Surat Ketetapan Pajak
Daerah (SKP-Daerah) dan Surat Ketetapan Retribusi daerah (SKR-Daerah),
Surat Tanda setoran (STS), Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP), Nota

Kredit Bank dan Buku kas Umum Bendahara Penerimaan. Sedangkan pada



5.2 Saran

prosedur pengeluaran kas dokumen yang digunakan adalah SPD, SPM SPP
yang terdiri dari : SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS, dan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D).

Prosedur Penerimaan dan pengeluaran kas pada BKD Kabupaten Kepahiang
berjalan dengan lancar, efektif, efisien dan telah memenuhi ketentuan
pemerintah yang berlaku. Prsedur tersebut diberikan jaminan keamanan atas
penerimaan dan pengeluaran sehingga penyalahgunaan dan penyelewengan

atas penerimaan dan'pengeluaran kas dapat dikendalikan dikemudian hari.

Untuk menambah manfaat penulisan tugas akhir ini, maka penulis memberikan

saran kepada BKD Kabupaten Kepahiang, yaitu :

Sistem dan prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas yang
diterapkan pada BKD Kabupaten Kepahiang sebaiknya dipertahankan dan
ditingkatkan lagi seiring dengan berkembangnya teknologi, supaya
bertambah baik bagi Badan Keuangan Daerah sendiri. Serta terwujudnya
pengelolaan ‘keuangan daerah'yang baik dan sesual. dengan aturan yang
berlaku.

Sebaiknya dilakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem dan prosedur
akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada BKD Kabupaten Kepahiang

agar terjaga dari berbagai kecurangan yang memungkinkan.
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